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       Berdasarkan pembahasan dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini, maka 
diperoleh kesimpulan bahwa tanah hak ulayat yang digunakan untuk kegiatan 
reboisasi di Desa Ulu Wae, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai NTT 
ternyata kurang mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini disebabkan karena: 
1. Tanah yang diklaim sebagai tanah negara (hutan lindung dan taman wisata 
alam) oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai adalah sebagian besar 
merupakan lingko atau tanah hak ulayat. Lingko itu dimiliki oleh 
kelompok suku yang bersatu yang disebut gendang (unit kesatuan adat). 
Tanah hak ulayat yang berupa kebun dan segala isinya itu pada mulanya 
dibuka dengan mekanisme lodok ( mekanisme adat untuk membagi tanah 
bagi anggota suku/kampung) oleh Tu’a Teno yang diberi mandat oleh 
Tu’a Golo. Setelah di-lodok, masing-masing keluarga lalu mengelolah 
kebun itu menjadi tanah lingko bagi kelangsungan hidup dan kehidupanya. 
Lingko-lingko itu telah diklaim secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten 
Manggarai  sebagai kawasan hutan lindung dan taman wisata alam yang 








2. Lemahnya pemahaman partisipasi, karena dalam pandangan Pemerintah 
Kabupaten Manggarai partisipasi masyarakat hanya sebatas sosialisasi 
tanpa ada jaminan bahwa masukan dari masyarakat adalah syarat dari 
kualitas suatu putusan yang diambil oleh pejabat negara. Hal tersebut 
diperburuk lagi karena tidak adanya regulasi berupa Peraturan Daerah di 
Kabupaten Manggarai yang mengatur lebih khusus mengenai tanah hak 
ulayat (tanah lingko) dan masyarakat hukum adat yang ada dan hidup di 
wilayahnya. 
3. Pemerintah Kabupaten Manggarai merancukan definisi hutan negara 
sebagai hak milik negara, sehingga dapat sewenang-wenang mengambil 
hak-hak masyarakat yang ada dalam hutan negara. Padahal Pasal 5 
Undang-Undang Kehutanan telah menyatakan dengan tegas bahwa hutan 
negara dapat berupa hutan adat. Dimana tidak serta merta meniadakan hak 
masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui 




   Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis ingin memberikan 
saran yakni : 
1. Pemerintah Kabupaten Manggarai, perlu segera membuat sebuah 







mengatur mengenai masyarakat hukum adat dan hak ulayat yang ada 
dan hidup di dalam wilayah persekutuan adat, sehingga menjamin dan 
melindungi hak-hak masyarakat adat Manggarai pada umumnya. Hal 
tersebut mengingat bahwa banyak masyarakat adat di Manggarai 
dalam kenyataanya memiliki tradisi yang baik dalam mengelola dan 
menguasai tanah hak ulayatnya. 
2. Dalam melakukan kebijakan publik seperti halnya proses kegiatan 
reboisasi di Desa Ulu Wae, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai 
hendaknya mengutamakan dan menempatkan masyarakat sejalan 
dengan pelestarian hutan itu sendiri, sehingga tidak perlu lagi terjadi 
pengusiran paksa dan pembabatan lahan hidup petani. Aspirasi dan 
keterlibatan masyarakat setempat sudah menjadi hak dan kewajiban 
yang melekat dalam diri masyarakat yang bersangkutan, sebagai dasar 
dalam memberikan perlindungan hukum serta meningkatkan 
kesediaan masyarakat untuk menerima putusan. 
3. Perlu dilakukan penelusuran dan penetapan pal ( tapal batas) baru 
dengan mengikut sertakan masyarakat, mengingat masyarakat 
Manggarai pada umumnya mempunyai forum musyawarah terkemuka 
yang disebut dengan forum lonto leok, sehingga terhindar dari 
kesulitan dalam menentukan titik-titik tapal batas yang baru. 
kenyataan bahwa lahan yang ditanami dengan tanaman kopi maupun 







masyarakat petani. Oleh karena itu penyelesaian ini seyogyanya harus 
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